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1. Sabda Rasulullah Saw vang diriwayatkan Ibnu Majah

e Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap Mushm
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¢ Carilah ilmu dari buaian sampai liang lahat.

e Barang siapa yang menempuh jalg
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untuk menuntut ilmu maka Allah akan
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Buat Bapak dan Ibuku yang
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dalam hidupku.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan gejala sosial dan hanva terdapat dalam masyarakat.
Tanpa adanva suatu masvarakat, tidak akan ada suatu pajak. Hal tersebut

dapat dimengerti karena adanya pajak disebabkan oleh adanya kepentingan

Hukum) g cvajiban nanusid, Hak untuk

mempcm — Bwajiban  untuk
UNISSULA aiaara
n:r_u..ggl @pbmh,

Demiki i ] - Hak k-mencan dan memperoleh

penghasilan  sebanyvak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan
sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam

meninggikan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan

"'y Sn Pudvatmoko, Pajak Bumi dan Bangunan, Umiversitas Atma Jaya
“ogvakarta, Yopvakarta, 2001, hal 12,

*' H. Bohan, Pengantar Hukum Pajak, PT Rya Grafindo Persada. Jakarta, 1999,
hat 17.



memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk
menyumbang kepada negara.

Hukum pajak sering disebut hukum fiscal. Istilah hukum fiscal
berasal dari kata latin yang berarti kantong atau keranjang uang. Hukum
pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan
antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar

pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan: '

—

. Siapa-siapa wajib pajak (sub F"'..:':"“\:‘\,
o

-3

fat

\ s Aol
kewajiban s il Jofell Karerl Tt u cmpas
salah satu |.'1El!-, '&ﬂﬂgyl‘i@;ﬂl‘? A d
nasional sebagal peranserta
Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan vang
tegas. baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun rakyat

selaku wajib pajak.

* Ibid. hal 24



Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang
menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum
pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya
boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sector

swasta ke sector pemerintah (untuk membiavai pengeluaran negara) tanpa

_ u N E EE! u E—ﬂ i jaminan hukum
kepada waijib'| “"’Hﬁ! L1 Fl"tQL‘Ii' / a faktor lainnya
vang harus dipe Saara adaldlia@iT Pembuatan peraturan
pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak.- sebab
tingkat kehidupan serta dava pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota

masyarakat ada vang mampu, kurang mampu dan tidak mampu.

' Ibid, hal 27



Sebagaimana diketahui pajak merupakan sumber pemasukan bagi
pemerintah vang cukup penting. Pajak tidak hanya dirasakan urgensinya
bagi kepentingan nasional pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan
begitu besar manfaatnya bagi daerah. Salah satu diantaranya yang cukup
banyak dirasakan oleh daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada hakekatmya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

salah satu  sarana perwujudan kegotongrovongan nasional. Dalam

pengenaannya harus memperh avika pe usip kepastian hukum, keadilan, dan

dip. burmi dan

51 sosial

.......

ap
UNE.& Ui.ﬁ.

h”-‘r

Ay ar ,__- ajak. Dalam Undang-
Undang Tentang Pajak Bumr dar Bangunan(PBB1, vakni Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 vang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994, khususnya mengenai pembayaran pajak ditentukan
berdasarkan waktu vang dihitung sejak saat ditenmanya SPPT (Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang) ataupun SKP (Surat Ketetapan Pajak) oleh

3 Penjelasan atas (U7 RE Ne. 12 Tahun (994 Tenrang Perubalian Awag UL No. 12
Tahun 1985 Tentang Pavak Bui dan Bangunan



wajib pajak. Dalam pasal 11 dari Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan, ditentukan sebagai berikut:"'

I. Pajak vang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pajak yang
terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana

Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.

[ ]

Pajak vang terutang ber asirkan-Surat Ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ;,'&7:—’

melakukan st tidak inetakuk:

berkewajiban “Wiﬂﬁ%ﬁlﬁ /j
] g

akan terjadi S MM@E Iéﬁbﬂ?lsm}?ﬂ.ﬂ@s dirugikan dapat
melakukan pentmtutan kepadanya dihadapan pengaditan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan itu yang digunakan s..ebagai
dasar menghitung jangka waktu pembayaran pajak adalah saat diterimanya

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) ataupun SKP (Surat Ketetapan

Pajak).

*'Y. Sri Pudvatmoko, Op. Cit, hal 1.



Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk mengetahu
bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KP. PBB Semarang.

Pembatasan Masalah
Agar pembahasan skripsi tidak terlalu luas. maka penuhis perlu

membatasi persoalan vang akan dibahas. Pertama, Tata Cara Pelaksanaan

/

i

. : ALaT1d dan 3af  tepat  dalam
penyusun “ / engenai pokok

permasalaha ” J sS85 i denus { penelitan dan judul

yvang  dipilih _ g ‘ dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan?



2. Apakah vang menjadi hambatan-hambatan Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)?

Tujuan Penelitian
Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

. Unwk mengetahui dan mempelajari masalah Tata Cara Pelaksanaan

UNIS S I.l
| el U1 :r;.eLm

3. Guna mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).



F. Metode Peneclitian

.

Metode Pendekatan:

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan vuridis
sosiologis atau sociolegal approach, yaitu suatu pendekatan yang tidak
hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan akan

tetapi juga melihat praktek dalam masyarakat.”

Spesifikasi Penelitian:

Sye sampling yang

dicari ang p sehingga sample

tersebut benar-benar mencerminkan populasi tersebut.
Lokasi Penelitian:
Penelitian dilakukan di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (KPPBB) Semarang.

" Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hubum dan Jurimerri, Galia

Indonesia, 1988, hal 52,



e. Jenis Data
I. Data Primer :
a. Melakukan pengamatan langsung (observasi langsung) pada
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
b. Wawancara/Interview dengan Ibu Eni selaku Kepala Sub Bagian
Umum KPPBB Semarang serta Bapak Joko selaku karyawan
bagian teknis dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak

angunan Semarang.

Terutang Pajak Bumi d P2

UNI 55 ULA
'\ Gt 1@%1;:.

_..-""k_.._...,,.,, g

L o

f. Metode Analisis Data
Yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh,

kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.




Sistimatika Skripsi

Menyusun karya ilmiah identik dengan mendirikan sebuah bangunan
sehingga perlu pengaturan bagian-bagian tertentu agar terwujud struktur
kerangka vang mencerminkan satu kebulatan yang utuh. Sistematika Skripsi
ini disusun sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN

Sebelum mengatur pemahaman ke masalah pokok yang akan

t u.n.. " |ri-c1nnva Teon
(¥ N i 5SS u LA

yajak. @ "U pembiaran. ang-undang pajak.
e

g 10 §.3 (] L4 .,'," Slfﬂt dﬂl‘l asas PBB
Objek PBB, Subjek PBB, Pengertian Tahun pajak.
Pendafiaran, Surat Pembentahuan Pajak Terutang. Saat dan

tempat terutangnva pajak. Tata Cara Pembayaran dan

Penagihan, Hak dan Kewajiban Wayb Pajak.



BAB 111 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data dan informasi yang diperoleh disajikan, dianalisa dan
dibahas dalam bab mi. Pertama-tama dibahas tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Hambatan-hambatan vang di hadapi oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Wilayah Kota

Semarang dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

BAB IV

UNISSULA
aetllal/Igonl loluinale




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak
Terdapat berbagai ragam/mengenai definisi pajak dikalangan para
sarjana ahli dibidang perpajakan. Diantara pendapat para sarjana tersebut,

beberapa diantaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya.

[antaranva:
Prof. Dr. PIA. Adriatii i Guru Besar pada Universitas

1;

()

UNiSSULﬂ inisi pajak  sebagai
berikur: |,| “ifg ﬂi Uolo L‘.a.

Pa‘la]‘u ﬂdal 7 T L Jﬁ 5 E ARt me’a}ui norma-norma
umum. dan vang dapat dipaksakan. Tanpa adanva kontra prestasi vang
dapat ditunjukan dalam hal vang individual, maksudnva adalah membiayai

pengeluaran pemerintah ™'

*'H Bohari, Pengamtar Hukum Pajak, PT Grafinde Persada, Jakana, 1999, hal
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Kedua defimisi tersebut diatas, hanya menonjolkan fungsi budgeter
(mengisi kas negara) dari pajak sedang fungsi yvang tidak kalah pentingnya
adalah fungsi regulerend (mengatur).

. Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul:

“Pajak berdasarkan asas gotong-royong”, memberikan definisi: Pajak
adalah iuran wajib. berupa uang atau barang, vang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang-barang dan jasa-jasa kg iekiif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- Prof. Dr. Rochmat Segi finisi sebagai berikut:

L1
-
ot

undang-undang

divrunakan untuk

a. Bahwa w grahkan sebagian

g Y kepada fecara. T - .
| i E‘I in .» £k i% ,. ' ,.u !I 1/bahwa pemerintah
A el -"...'ﬁm Lol oas f
2 RAZ - \-oi:* FaRv i ‘%Lﬂ}*?-ﬂ#

. EEI]‘WH "-'&“'!'*l:‘"‘:'.l'.‘!'!-_:"?_—’:-i"fi"*-‘:]u-;u-r!l-gnil||}:rg;;|l:‘ hersifa‘[ Wajib‘ dﬂ.lm
arti bahwa bila kewajiban 1w ndak dilaksanakan maka dengan sem*.ifrin}'a
dapat dipaksakan. artinva: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan

kekerasan. seperti surat paksa dan sia.

Y 1bid. hal 21
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¢. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang
dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak
tidak didasarkan pada undan-undang atau peraturan, maka ini tdak syah
dan dianggap sebagai perampasan hak.

d. Tidak ada jasa timbal (regen prestast) vang dapat ditunjuk, artinya bahwa
antara pembavaran pajak dengan prestasidari negara tidak ada hubungan

langsung. Prestasi dan negara sepert: Hak unwk mendapatkan

1ak menggunakan jalan wmum, hak

?- r pajak, tetapi
P 0 psyarakat secara

JIETET

.-1,;.#'_ ; ‘- .

e. Uang vanj! U N I Eg u Lﬂ / untuk membiayai

e A3 ﬁL bt i
pengeluad I’Tﬁuﬁf_!{f a@:q-;.-“hl@  rakval. Sep
jEI'l'IhaIﬂl'l, ':T!"!“é}:'ﬂ-!n‘ﬁl_ Regaal Hooor 1 dan

sebagainva.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak
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Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang
tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada
rakyat selaku wajib pajak.

Di negara-negzara vang menganut faham hukum. segala sesuatu yang
menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 avat 2 sebagai dasar hukum

pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan

bangsa, akan hidup
dan dari man3 'ﬁ“’uxﬂk’ !if_!‘?tﬂ-lﬁlﬂfﬁﬁ.r ditetapkan oleh rakyat itu
sendiri. dengan perantara Dewan Perwakilan Rakvat sebagai wakil mereka.
Rakvat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidﬁpn}'a.
(Oleh karena penctapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan
nasibnya sendir, maka segala tindakan vang menempatkan beban kepada
rakvat, seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang dengan

persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di Lembaga Legislatif.
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Dengan ditetapkan pajak dafam bentuk undang-undang berarti pajak
hukan perampasan hak kekavaan rakvar karena sudah disetujui oleh wakil-
wakil rakvat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembavaran sukarela, oleh
karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya dan bila
ia (rakvat) tidak memenuhi kewajibannya dapat kenakan sanksi.

kalau pajak didasarkan kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan

bahwa uang vang masuk ke Kas Negara mungkin tidak berarti sama sekali,

bahkan dapat dikatakan rak

cvat _jigak-akan berkeinginan menyerabkan begitu

ayah tanpa ada jasa timbal

". Pajak dan Ci

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Uﬁdang-
Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Penarikan pajak secara yundis dapat dipaksakan atau ditagih secara

U 1bid, hal 27-29.



paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak ndak dibayar oleh
wajib pajak (WP} dalam jangka wakrmu tertentu, maka penagihan dapat
dilakukan secara kekerasan, seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan
sandera.

Ciri-cin vang melekat pada pengertian pajak adalah:'"

a. Pajak dipungwt berdasarkan Undang-Undang:

b. Jasa timbal (kontraprestasi) tidak dapat ditunjukan secara langsung:

perlndungan seperti

,\ ,umssuu«
m#MI@PbleLqml,e.

I

Biaya vang kepentingan penduduk,

termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta, dibebankan kepada rakyat.
3. Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh

negara kepada warganva dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta,

" Indra Ismawan, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, PT. Alex Media Komputindo
Kelompok Gramedia. Jakarta, 2001, hal 4.
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sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara itu
dipikulkan kepada yang menikmatinya vaitu penduduk.

Teort Baku

Warga negara atau penduduk suatu negara mempunyai kewajiban
membayar pajak sebagai bukti tanda baktinva kepada negara, sedangkan
negara memegang hak mutlak untuk memungut pajak.

Teon Dava Beli

Negara mengurangi daya belifilasvarak

untuk  dialihkan Keg

ingea negara, dan  kemudian

pea masyarakat dengan

apakah undang-undang teisebul mencerminkan rasa keadilan, maka ukurannya

adalah terletak pada sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan

pajak diintrodusir dalam undang-undang yang bersangkutan. Agar undang-

undang pajak dipandang adil, maka svarat vang harus dipenuhi dalam

pembuatan peraturan pajak adalah sebagai berikut:

2 1tid, hal 5
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a. Syarat Yuridis
Dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar
wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah saja, karena
membavar pajak sesuai dengan kemampuannya, Tetapi sebenamnya dalam
praktek mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak.
Bagi orang vang berpenghasilan tetap tidak jadi persoalan. Tetapi mereka
vang berpenghasilan tidak menentu hasilnya, maka sukar sekali untuk

menentukan Lemamp kuln}ra Untuk itu maka kepada

7 hﬂyﬂ untuk menghitung sendiri

_déngar 1 ”"'* an {SFT} secara jujur

=
ahu
E:" Y/

~. mengadu kepada

pajaknya vang

Yaitu pungutan pajak janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si
wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap sescorang,
maka rang ttu jatuh melarat. Im ada hubungannnya dengan sal tanff,
sebagai tarif berkaitan dengan kehidupan ekonomis. Pemungutan pajak

tidak  boleh  mengganggu  atau  menghalangi  kelancaran
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perdagangan/penindustrian, jangan sampal  terjadi  bahwa  dengan
pemungutan pajak. perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit.
Syarat Financiil

Dimana pajak vang dipungut cukup untuk pengeluaran Negara dan
hendaknva pemungutan pajak tidak memakan biava vang terlalu besar.
Dalam  hal im diartikan  bahwa biava vang dikeluarkan untuk

pemungutan penetapan pajak hendaknva lebih kecil dan pada uang yang

masuk Kas .-‘\‘-egamr’Da. inanciil ini sudah diterapkan dalam
Undang-Undang Pajaf-N \
'\.ﬁLﬂM e &, 13 t Pemberitahuan
i ( aya namun

ﬁ? /
f

engan  prinsip

melaksanakan

Pajak Bumi dan Bangunana adalah pajak baru yang mulai berlaku pada

tanggal | Januan 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor, 12 Tahun 1985,

Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1994 vang mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. Pajak ini

'H Bohari, Op Cit, hal 37-39



dimaksudkan untuk mengganti peraturan-peraturan pajak seperti tersebut di

bawah ini:

|. Pajak Rumah Tangga 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
19 Tanhun 1959, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

telah ditetapkan menjadi undang-undang:

(]

Ordonansi  Verponding Indonesia 1923, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir den __#ﬂ‘“ Nomor 168,
3. Ordonansi Verponding \\ telah beberapa kali diubah,

/ff? wu..ﬂﬂ @d;!

“ 1
U N i g b “ L ﬁ. / Undang-Undang
Nomor | 13 ;’r,'ﬂ- 2l ;@;ﬂt* an imemad "P""

7. Peraturan Pemtermtir Penrrain UndaneeUndane-Nomor 11 Tahun 1959
Tentang Pajak Hasil Bumni vang dengan Undang-Undang Nomor | Tahun
1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Dari apa vang diuraikan diatas jelas Kiranva bahwa Pajak Bumi dan

Bangunan bermaksud untuk menyederhanakan berbagai Peraturan Pajak vang
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sampai sekarang masih berlaku dan menimbulkan banyak kesalahfahaman,
karena pajak-pajak itu oleh rakyat dirasa menimbulkan pajak ganda.

Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana ternyata dari namanya,
bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan. Tentunya perlu
diketahui apa vang dimaksud dengan bumi dan apa yang dimasud dengan
bangunan.

Sebagaimana tercantum dalam pasal | Undang-Undang Pajak Bumi

dan Bangunan, Bumi adalah -“":::"" bumi (perairan) dan tubuh bumi yang

berada dibawahnya, 1% \ -
f

¥ .
u Wiﬁgg UL& takatm, bumi, air dan

] ]
mull,.lqu léﬂ,,: S yaie <anodt peifiing Sebagian orang

SR ———— - Y DT T L
RN Y A il

Bumi, air dan kekavaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran
rakvat. Orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan
bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomiyang lebih baik dan

memperleh keuntungan dari itu, dan berdasarkan hal itu dianggap wajar jika
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mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan Kkelangsungan
hidup negara dan guna meningkatkan pembangunan (Preambul UU). Sesuai
dengan amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
dianggap perlu untuk mengadakan pembaharuan perpajakan, sedemikian rupa

sehingga diwujudkan keikutsertaandan kegotongroyongan masyarakat dalam

: 14
pembangunan nasional,

s
&l W o P e [0 ‘ il ka.]]
\ UNISSULA /il

L3

T}til!,g_.k"n @wa;‘* diatur dalam Pasal 19
L-n{iﬂng‘undan S 0 b s e A L0 Ir.'rll-ll:ri-lll!llllrjlrl- 5. K,epu[usan Mﬂn‘ten
Keuangan Nomor 158/KMK. 04/1991 Tanggal 31 Februari 1991 Ténumg
Pemberian Pengurangan terhadap 'ajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 42/PJ. 6/1991 Tanggal 14 Februari 1991

Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, maka

' Rochmar Seemitro. Zainal Muttagin, Op. Cit. hal |




terhadap objek pajak tertentu yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan
atau karena sebab-sebab tertentu dapat diberikan pengurangan pajak. Sebagai
contoh misalnva: objek pajak vang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak
perscorangan yang penghasilannyva semata-mata dari pensiun  sehingga
kewajiban pajaknyva (PBB) sulit untuk dipenuhi; objek pajak vang dimiliki
atau dikuasar oleh wajgib pajak badan vang mengalam kerugian dan kesulitan

likuiditas vang senus sepamjang tahun sehingga udak dapat memenuhi

a\ b 014 [ , v s ::I;ara lain dapat
\\ UNISSULA
ik} ataw Mienguitsa atay mengambil manfaat dari objek paj

Y rala’ 1“, bil manf i ri objek pajak yang

nal-demikianpula sebaliknya.'”’

dimana wajib pajak

\
nilai jualnya lebi

. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi vang ada dibawahnya, termasuk

¥y $n Pudvatmoko, Op. Cit, hal 35



perairan. Bangunan adalah kontruksi teknik vang ditanam atau dilekatkan
secara letap pada tanah dan/atau perairan vang diperuntukan sebagai tempat
tinggal atau tempat berusaha.

Adakalanva orang atau badan memiliki rumah di atas tanah orang lain.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 memungkinkan pemilik rumah
dikenakan tersendin Pajak Bumi dan Bangunan. Begitu juga pemilik tanah

akan dikenakan pajak tersendiri. Dengan demikian terdapat pemisalian secara

hovizontal antara pemilik tanal n&n.frunmh. Asas ini tidak terdapat

A

negara membavar pajak karena bertentangan dengan asas tersebut.

Penjelasan Pasal 1 Avat 2 UU PBB menguraikan lebih lanjut bahwa
vang termasuk pengertian bangunan adalah: 16)

a. kolam renang;

%1 Rachmat Soemitro. Zainal Muttagin, Op. Cit, hal 7




b. pagar mewah:

¢ tempat olah raga;

d. galangan kapal dermaga:
¢ taman mewah:

f kilang minyak dan pipa minyak;

o, jalan tol

yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu
hak;
d. Objek vang digunakar: oleh perwakilan diplomatic atau konsulat dengan

syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;



e. Objek vang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang

dl}éﬂhlltan ale:ll Menten H&uangan.

G

+ Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak '
ek Pajak Bumi dap Bangunan adalah orang atau badan vang
mempunyar hak atas byi dan bangunan. (1

ndang-undang PR |
lebil OB angkavanmy

luas, Karena meliput juga

Orang atau badan Yang menguasai tanah dan

\ rp " ak diketahui tetapi

:F \ \‘ U a@ E 'ﬁ E u L ,{1 ka Direktur Jenderal
Pajak oleh undd :r"!u«'p ‘iﬂ.#ﬂﬂw@;h

L)
subjek pajak scbagai objek pajak.

Suatu objek yang masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri tentang

injuk dan menetapkan

siapa pemiliknya, maka orang atau badan yang memanfaatkanobjek tersebut
dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Subjek pajak vang oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan sebagai
wajib pajak, bila merasa bahwa hal ini tidak tepat, dapat mengajukan

keberatan, dengan memberikan keterangan secara tertulis, bahwa ia bukan
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wajib pajak dari objek yang bersangkutan. Jika Direktur Jenderal Pajak dapat
menerima keterangan vang diajukan oleh orang vang bersangkutan, maka ia
akan membatalkan penetapan orang 1tu sebagai wajib pajak dalam Jjangka
waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Jika

dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut,

Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka keterangan yang
diajukan tadi dianggap sebagai disetuju  Bila surat keterangannya ditolak.

maka wajib pajak dapat lagi mengajukan banding dalam jangka waktu tiga

tfernasional yang
ditentukan IIII'l CT H-:t.-;_:ln Taak T 48. bukan karena
N UNISSULA
5 L - . "
pembebasan ll!‘. ‘:hﬂ-ll.._f_%ﬂ @?&;@@L& \ objektif, vaitu yang
3= ena objek PBB yang
digunakan oleh wakil-wakil tersebut, dibebaskan dari pengenaan pajak.
dengan syarat resiprositas. Artinya, bahwa pembebasan objek itu baru
diberlakukan jika negara asing vang bersangkutan itu juga memberkan

pembebasan yang sama dari pajak vang sifatnya sama yang dikenakan kepada

™ 1bid, hal 17-20
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wakil-wakil diplomatic Indonesia dinegara asing itu. Bila syarat ini tidak
dipenuhi, maka dengan sendirinya pembebasan itu tidak berlaku, sehingga

wakil diplomatic tersebut akan tetap dikenakan PBB.

L. Tahun Pajak, Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang

a. Tabun Pajak

2
AN
] o 3

Tahun Pajak untuk. Ps himi dan Bangunan adalah sama dengan

i
/ \ yang menentukan adalah
‘ gkutan (Pasal 8

Sﬁ# il-ai'.-' e gal.’l.Lh apa-apa.

| -9
b. s UNISSULA
etllal)i eainlolemcle

1960) setiap haria tidak ber 2y , aik berupa fanah maupun bangunan,

harus mempunyai sertifikat yang menerangkan siapa yang mempunyai
hak, hak apa vang dimiliki, letak tanah/bangunan, luasnya, nomor hak.
surat ukur dan sebagamya. Dalam rangka pendataan objek pajak, maka
subjek yang memiliki, atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau

memperoleh manfaat dari objek PBB. wajib mendaftarkan objek pajak.
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dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirim
ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak (Pasal 9 Ayat 1 uu
PBB). Data vang harus didaftarkan dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan
objek Pajak (SPOP).

Tata cara pendaftaran objek kena pajak akan diatur lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan (Pasal 9 Ayat 3 UU PBB), (Lihat Keputusan
Menteri Keuangan No. 19/KMK.04/1986, Tgl. 13-1-1986).

Surat Pemberitahuan Objek Paje

%
’/ t(SPOP) merupakan bentuk kerja

UNISSULA /bl

ity 1etok éﬁg@!# lambat-lambatnya 30 hari setelah

Jelas, artinya tidak menimbulkan keragu-raguan atau salah tafsir
vang dapat merugikan negara atau wajib pajak sendin. Benar, artinya
bahwa data yang dibernitahukan itu adalah scsuai denga keadaan yang

sebenamya. seperti mengenai luas tanah atau bangunan, tahun dan harga
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perolehan sesuai dengan pertanyaan dalam kolom-kolom yang terdapat
dalam SPOP.

Memasukan Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB bukan
merupakan perbuatan hukum, karena dengan dimasukan SPOP itu tidak
dengan sendirinya timbul hutang pajak. Berdasarkan SPOP Direktur
Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak terutang

(SPPT) (Pasal 10 Ayat [).

Wajib pajak vang st

. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Surat Pembentahuan Pajak Teutang merupakan surat ketetapan
vang konstitutif, vang menimbulkan hak dan kewajiban, yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan data yang didapat dalam SPOP

vang dimasukan oleh wajib pajak (Pasal 10 Ayat 1 UU PBB).
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Pada PBB belum diterapkan system self assessment schingga
aparatur Direktorat Jenderal Pajak in casu Direktorat Ipeda dan Inspeksi
Ipeda masih banyak ikut campur tangan. Oleh DPR diusulkan supaya
tahap demi tahap self assessment juga diterapkan dalam PBB.

Jika data yang terdapat dalam SPOP tidak benar, hal ini masih
dapat dibetulkan oleh wajib pajak, sebelum SPPT dikeluarkan dan

sebelum hal ini diketahui oleh pejabar Direktorat Jenderal Pajak. '™

M. Saatdan Temp

g i b?ﬂ POE PN ul pada saat dipenuhi
3 ﬂuw 8 ’i"ﬂt' g dart iahin pajek yang bersangkutan,

vaitu saat menentukar, walaupun -belui . dikeluarhan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut ajaran Florrnﬂi.

hutang pajak (PBB) baru timbul pada saat dikeluarkannya SPPT atau SKP.

" 1bid, hal 29



33

Jadi berdasarkan pada dua ketentuan tersebut, bahwa yang lebih tepat
diterapkan adalah ajaran formal. Selama belum ada SPPT atau SKP belum
akan ada penagihan, dan utang pajak baru timbul setelah ada SPPT dan SKP.

Undang-undang dalam Pasal 8 Ayat (3) menentukan tentang tempat
terutangnya pajak sebagai berikut:
1. Untuk daerah Jakarta, Pajak Bumi dan Bangunan terutang di Wilayah

Daerah khusus [bukota Jakarta.

[

Lintuk daerah Iamn}'a g th Kabupaten Daerah Tingkat 11 atau di

e
Kotamadya Daerab J48

JUNISSULA

_;_—-—-"’:‘—'f L PBE - Pajak-vany terutang berdasarkan

Surat ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan
sejak tanggal diterimanya Surar Ketetapan Pajak.

Ternyata disini terdapat jangka waktu yang berlainan yaitu 6 bulan
dan 1 bulan. Jangka waktu 6 bulan itu dibenkan karena wajib pajak

memenuhi segala peraturan sehingga diben kelonggaran selama 6 bulan.
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Ini berarti jumlah pajak itu dapat dicicil selama 6 bulan asal sudah lunas
selambat-lambamya 6 bulan setelah diterima SPPT, Tetapi pajak yang
terutang berdasarkan SKP hanya diberikan jangka waktu 1 bulan. Disini
sebetulnya ada unsure sanksi, karena wajib pajak tidak memenuhi
(seluruhnva) ketentuan undang-undang.

2, Terlambat Membayvar

Pajak sudah harus lunas pada saat hutang jatuh temponya.

akan diserahkan kepada Pemenntah Daerah, maka dirasa perlu untuk
menetapkan tempat-tempat pembayaran yang memudahkan wajib pajak
dan agar Pemerintah Daerah dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan
pajak untuk membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya.

Kantor Pos dan Giro tersebar dimana-mana sampai ke kota-kota kecil,
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vang akan sangat memudahkan para wajib pajak yang tempat tinggalnya
jauh dari kota-kota besar. Juga bank terdapat dimana-mana yang dapat
dimanfaatkan untuk menerima pembayvaran Pajak Bumi dan Bangunan. Di
samping itu Menteri Keuangan masih dapat menunjuk tempat-tempat lain
vang diberi tugas untuk menerima pembayaran PBB (Pasal 11 Ayat 5 UU
PBB).

Tata cara pembayaran pajak dan penagihannya sebagaimana

UNI 5 s u LA
\;ﬂ_j%*‘ @‘Ju melakiken | gajibannya membayar

pajak pada wakmmya, maka-tidak-akan-diakukan penagihan oleh Kantor
Inspeksi Pajak vang bersangkutan. Penaguhan baru dilakukan oleh Kantor
Inspeksi Pajak apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajak yang
sudah jatuh temponya atau terlambat membayar pajak, sehingga dikenakan

sankst administrasi. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat



Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar
untuk penagihan pajak (Pasal 12 UU PBB).
Jika dibandingkan dengan peraturan yang lazim diterapkan maka
Surat Tagihan Pajak berfungsi sebagai surat teguran terakhir, yang
kemudian dapat disusul dengan surat paksa.'”
5. Pelimpakan Penagihan PBB
Menteri keuangan oleh undang-undang diberi kewenangan untuk

dan  Bangunan kepada

UNIiSSULA
festeu) €0 leluinala

AT e TR Al Tt Lok ‘“.',i_[ﬂ..lllr}..it‘ bagai]nana tercantum

dalam Surar Pemberitakuan Pajak Terutang, tidak sesuai dengan objek
pajak vang sebenarnya, maka pemungut pajak (dalam hal ini Gubernur,

Bupati atau Walikota) tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang

! Ihid, hal 35-38
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terhutang. tetapi harus mefaporkan hal tersebut kepada Menten Keuangan
¢.q. Direhtur Jenderal Pajak.
Pelimpahan wewenang ini tidak meliputi penagihan PBB untuk

wajib pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

0. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Perikatan pajak, vang mengikat antara fiscus dan wajib pajak

membawa konsekuansi ﬂ 2k
> /

pihaknyva. Khususnya dalas apgan Pajak Bumi dan Bangunan,

4—(/ 1 lain-dapat disebutkan sebagai

diri sendin dan
Ii-i pajak tidak

\ /! sebagai pemikul

) &g

kewajiba ik membavar pajak.  Direkt nderal Pajak  dapat

| UNISSULA /el
3 atau .:_; aclan imtuk menjadi wajib pajak dari

objek pajab nersanod orang atau badan yang

bersangkutan untuk mengajukan keterangan disertai dengan alasan vang
jelas kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak dan
objek pajak yang dimaksud.

2. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
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Wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi  Surat
Pembenitahuan Objek Pajak (Pasal 9 Ayat (1) UU PBB), sekaligus
mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak itu pada waktu yang
telah ditentukan. Pelanggaran terhadap hal ini diancam dengan sanksi
pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-
tingginya dua kah pajak terutang, apabila itu terjadi karena kealpaan.

Sementara apabila hal itu terjadi karena kesengajaan maka dincam dengan

sanksi pidana Lurungan clafidistas an}'a satu tahun kurungan atau denda

dan 25 UU Tentang Pajak Bumi

_ ¥ f .
UNISSULA Pleriatuan, karens
? Pasal 9 ayat (1) UL Te g Pajak Bumi dan

BEIIEUI]&I'I AR s i — § 1|‘4r=,-.-|.,r=||—1||r1-|r- I{ﬂ[‘[ fﬁm]uhr Sma‘[

Pemberitahuan Objek Pajak.
3. Berkenaan dengan jumlah pajak
Wajib pajak wajib membayar utang pajak secara penuh. Bila wajib

pajak merasa, tidak sesuai dengan objek pajak yang sesungguhnya tatau
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karena hal-hal lain wajib pajak kemungkinan tidak bersedia membayar

sepenuhnya, maka ia dapat mengajukan:

a. Pengurangan (mungkin karena hal-hal yang berkaitan dengan wajib
pajak J;

b. Permohonan untuk memperoleh keringanan dan segi waktu berupa
penundaan, atau mengangsur dalam beberapa tahap pembayaran

sampai lunas. (Pasal 9 ayat (4) UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata

2l 9 UU Tentang

v ..
UN'ED suL ﬁ wajib pajak dapat

£t L)
i ‘“"‘y ﬂ*‘_};léﬂa’;fﬂllﬂﬂ-}‘;ﬂﬂ;} Pajak untuk: ™"

b. Menunda tempo pembayaran pajak vang terutang.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengabulkan seluruhnya atau
sebagian. atau menolak penmohonan wajib pajak. Selagi permohonan

diajukan tidak berarti dengan sendinnva wajib pajak bebas dan kewajiban

My en Pudvarmoko. Op. Cit hal 54
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untuk memenuhi utang pajak dalam waktu yang ditentukan, akan tetapi
tetap harus dipenuhi selama belum ada keputusan terhadap permohonan

itu.

Y
A5F oE T

UNISSULA
'Ft:-"_l.!..g_yléﬁgwl st I»ﬂ-




BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) Pajak bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Semarang

Perwujudan masvarakat vang adil dan makmur dapat terlaksana

apabila dilakukan pmnbangu. berkesinambungan guna meningkatkan

-dilakukan dengan berasaskan

Semarang yang
Pajak Bumi dan

Bangunan di Bumi dan Bangunan

dimasukkan kedalam pendapatan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yvang dikenakan terhadap
bunu dan bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat
dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor,

hotel, pabrik, dan lain-lain.

41



Pada dasamya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah
negara Kita im bisa dimasukkan sebagai objek pajak. Namun terhadap tanah
dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenai pungutan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Sebelum dikenai kewajiban membavar Pajak Bumi dan Bangunan
atas suatu objek. Terlebih dahulu harus ditentukan siapa subjek pajak vang
dikenakan kewajiban membayar. Subjek pajak dari Pajak bumi dan Bangunan

adalah mereka (orang atau badan) -

Al bangunan yang

an dimanfaat ; ian tersebut, d

UNISSULA /St
menggunakan s :_.‘:.:n : t ! ?IG}?L* 2l E ch D
Pajak.,

irektorat Jenderal

Yang harus didaftarkan oleh subjek pajak atau wajib pajak adalah :
a. Semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan / atau dimanfaatkan.

b. Semua bangunan vang dimiliki dan / atau dikuasai atau dimanfaatkan.
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Di dalam Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar untuk
menetapkan utang pajak adalah data yang diberikan oleh subjek pajak di
dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Orang atau badan vang akan mendaftarkan tanah-tanah dan atau
bangunan-bangunan yang dimiliki . dikuasai, dimanfaatkan harus mengisi
suatu formulir atau blanko vang disebut dengan Surar Pemberitahuan Objek

Pajak (SPOP).

A

manfaat dar gbjek_Rajyal @fb' o F

pajak dengan mensseSPORSarat Pe

Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi, dan dikembalikan kepada Direktur
Jenderal Pajak. Untuk keperluan pendaftaran maka subjek pajak tidak
diwajibkan untuk mengambil sendin blanko SPOP, melainkan bila ia

menerima SPOP, maka kepadanya diwajibkan untuk mengisinya.
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SPOP tersebut oleh wajib pajak harus diisi dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Jelas, artinva tidak menimbulkan keragu-raguan atau salah tafsir yang
dapat merugikan negara atau wajib pajak sendiri (blanko harus diiisi
dengan tulisan vang dapat dibaca).

b. Benar, artinva bahwa data yang diberitahukan itu adalah sesuai dengan

keadaan vang sebenarnva, seperti mengenai luas tanah atau bangunan,

&
UNISSULA
aiphapan. kebenaca st clasan data i
\___ ey

Pemberitahuan OBjER-Pajak sangat penting, mengingat data-data tersebut yang

dalam Surat

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan utang pajak. Apabila data di
dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak itu salah, maka akan dapat
menimbulkan penetapan utang pajak vang salah pula. Oleh karena itu wajib
pajak harus memahami betul mengenai apa yang dilakukannya pada saat

mengist Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Mengingat pentingnva data
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tersebut, maka dalam undang-undang ditentukan pula apabila terjadi selisih
utang pajak, dimana utang pajak vang ditetapkan dengan mendasarkan data
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ternyata lebih kecil bila dibandingkan
dengan utang pajak vang terutang, maka akan dikeluarkan Surat ketetapan
Pajak. dimana pajak vang terutang selain yang didasarkan pada Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang masih ditambah dengan selisih utang pajak

plus denda sebesar 25% dari selisih utang pajak tersebut.

ual -Objek ‘Pajak |(NIO

Pajak). Yakni harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual-heli yang
terjadi secara wajar. bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual
Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain vang
sejenis. atau milai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti,

seperti yang terdapat dalam Pasal 3 UL PBE.
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Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan,
vang dikurangi dengan penvusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Nilai jual pengganii adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil tanah (rata-rata) setahun
dikalikan dengan suatu multiplikator, misalnya 10 kali, 15 kali, 20 kali.

Setelah ditetapkan Nilai Jualsbena Pajak, Kemudian untuk menetapkan

_

W Eajal». tersebut dikalikan dengan

, maka pertama-

ual tersebut
hy "’#‘ dikalikan

i

nberitahuan Pajak

| \\ UNISSULA
Ferutang (SEEWN Lol i 'F" Pajak vang terutang

berdasarkan i giak Terutan (SPPT) harus dilunasi

selambat-lambatya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Jangka wakiu 6
bulan itu diberikan karena wajib pajak memenuli segala peraturan sehingga
diberikan kelonggaran selama 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) wajib pajak harus
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melunasi pajak terutang dan jika terlambat akan mendapatakan denda sebesar
2% untuk setiap bulan keterlambatan,

Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
sebenarmmya sudah merupakan kegiatan yang berulang-ulang kali dilakukan,
oleh karena itu hal tersebut dapat dipandang sebagai sebuah rutinitas vang
dijalankan setiap tahun. Penetapan tanggal jatuh tempo. dilakukan oleh tim

intensivikasi Pajak bumi dan Bangunan (terdiri dari unsure Pejabat dan

Pajak Bumi dan Banguna€ikP g, Direktor Jenderal Pajak Jateng,

Dinas Pcn ’ '}_ Rapat tersebut
Y S

b
\
1

B\ UNISSULA
encel ‘;Jh.@'l :?i,; ,.,:_‘] qiak te I',p_:.. ¢
R i

PT) dilakukan oleh
Kantor Peiay'a_ i Bangunan {EPPBB) Semarang, dimana

pencetakan itu selain menunggu penetapan tanggal jatuh tempo juga
menunggu kesiapan administrasy. Hal tersebut mengingat apa vang termuat di
dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) itu ditetapkan berdasarkan
perkembangan data vang ada  Setelah semua Surat pemberitahuan Pajak

terutang dicetak oleh Kantor Pelayvanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)
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Semarang, kemudian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (SPPT dan DHKP) diserahkan ke Dinas
Pendapatan Keuangan daerah (DPRD). Setelah menerima penyerahan berkas-
berkas itu. langkah vang dilakukan berikutnya adalah penelitian bersama,
Dalam hal ini untuk Wilayah Kota Madya biasanya penelitian dilakukan oleh
pihak Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya bersama-sama dengan pihak

Kelurahan ™"

abjek pajaknya. Terhadap hasil

ada waj k. Sed: PT dan an
‘J‘\NIﬁs“LA dan DHKP yang
o |J_:”,‘;_U aye- il ke, secepatnya dengan

nidak melampanFbataswaknryang

Ketika melakukan penyerahan berkas berupa SPPT dan DHKP,
dilakukan pengarahan oleh tim yang terdin dan pihak Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten/Kota dan KPPBB. Pengarahan dari KPPBB Semarang

U Wawancara Pribadi dengan Bapak Joko. selaku petugas tekms KPPBB Semarang,
tangeal 26 September 2UKH4
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biasanva berisi mengenai ada tidaknya perubahan terhadap NJOP, yang
tentunya dapat mempengaruhi besarnya wtang pajak. Sementara dan DPKD
diberikan pengarahan agar setiap penyerahan SPPT kepada wajib pajak,
Kelurahan melakukan pencatatan dan memberikan laporan mingguan untuk
disampaikan kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah. Untuk pendistribusian
SPPT dan DHKP ini tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tekms
secara tertulis vang diberikan oleh pejabat berwenang, kecuali insruksi-

insruksi lisan. Hal ini karena aki sudah merupakan kegiatan yang

=
S
p
chiin

\

dg sneonnaka ntara RT dan RW,
\ UNISSULA
Apabila terjﬂllill_ Tuo_fl,!_,g&fl éfrilbﬂ vangkat obiek pajak dan wajib

pajak, setelah ménenma-lapora """"’“""""‘“*"ﬁ melaporkannya

kepada KPPBB.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak terutang di Wilayah Kota
semarang  dilakukan secara massal/serentak dalam periode fterfentu
(Desember-Januari), sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan menjadi seragam (satu tanggal jatuh tempo). Pembayaran Pajak
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Bumi dan Bangunan paling lama tanggal 30 September 2004 dengan
memperhitungkan dapat dipenuhinya jangka waktu pembavaran Pajak Bumi
dan Bangunan selama enam bulan. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dilakukan awal tahun ini tergantung dari target yang
didasarkan dari kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dengan Kantor
22

Pelavanan Pajak bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang.

Surat Pemberitahuan Pajak terutang vaitu sarana bagi wajib pajak

untuk mengetahui:

Pencocokan dat i

tahun 2004, diupayakan seoptimal mungkin baik dari segi prosedur
pelaksanaan  maupun dari  segi  mekanisme pengawasan dan
pemantauannya, Seluruh SPPT dan DHKP tahun 2004 vang telah dicetak

oleh KPPBB Semarang, diserahkan langsung kepada DPKD Kota

*' Wawancara Pribadi dengan Bapak Joko selaku petugas teknis KPPBB
Semarang. tanggeal 26 September 2004,
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Semarang dengan Berita Acara Penyerahan. Penyerahan SPPT dan DHKP
kepada tiap-tiap kelurahan dilakukan oleh DPKD (Dinas Pendapatan
Keuangan Dacrah) Kota Semarang, sekaligus dilaksanakan penyuluhan
PRB dan BPHTB.

Tugas Kepala Kelurahan
a. Meneliti dan mencocokan kebenaran jumlah lembar dan nilai nominal

ketetanan vang tercantum di SPPT dengan yang tercantum di DHKP.

P’E-“.anan e -.ur«-.:r::u-.:;iii;w smarﬂng dengﬂ.“

menggunakan formulir SPOP.

e. Jatuh tempo pembavaran PBB tahun 2004 ditetapkan tanggal 30
September 2004, oleh karena itu diminta agar SPPT tahun 2004 ini
dapat segera disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal

31 Maret 2004,




[ Pada saat Petugas menverahkan SPPT kepada wajib pajak diminta agar
menghimbau wajib pajak untuk membayar PBB di Bank Tempat
Pembayaran vang tercantum di SPPT.

g. Tanda terima (struk) SPPT PBB setelah ditandatangani oleh wajib pajak
atau kuasanya, nama jelas dan tanda terima, segera dikirim kembali ke
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang
melalui DPKD Kota Semarang.

amjpaian  SPPT mingguan dan bulanan,

gm; k PBB;
i‘#%’*i—
UNISSULA

e
n SPPT PRB

i

6. Keberatan atas penunjukan sebagal wajib pajak,
7. Keberatan atas besarnya PBB terutang,

8. Pengurangan atas besamya PBB terutang;

9. Restitusi/Kompensasi PBB;

10. Permohonan surat keterangan NJOP;
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11. Pemberian informasi yang berhubungan dengan PBB/BPHTB.
IV. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PBB:
1. SPPT dan STTS PBB bukan merupakan suatu bukti pemilik hak

(penjelasan Pasal 4 Avat | UU PBB);

1~

PBB terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya
sebelum jatuh tempo pembayaran dan pembayaran setelah jatuh

tempo akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulan

keterlambatan;

ma ribu rupiah)
\‘ UNISSHLA r 5000 - dibulatkan
— /

berdomisili diluar

T T T T — -—ﬂ,, L T

Wiuayah objek pajak:
+  SPPT dapat dikinm melalui Pos tercatat.
e SPPT dapat diterimakan kepada orang yang diben

tanggungjawab atas objek pajak tersebut.
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7. SPPT atas tanah kosong dan tanah kapling yang wajib pajaknya
tidak di ketahui, penyampaian SPPTnya diupayakan seoptimal
mungkin dengan cara diumumkan/ditempelkan daftar nama wajib
pajak vang bersangkutan di Kantor Camat/Kelurahan. Apabila
setelah  diumumkan wapb pajak vang bersangkutan tidak
mengambil SPPTnya, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari
setelah  tanggal pengumuman dianggap sebagai tanggal

penerimaan SPPT.

B. Hambatan-hambatan Yang dihad lek for Pelayanan Pajak Bumi

dlam Penyampaian

berikut;

I Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung karena Wajib' Pajak

berada diluar wilavah Kelurahan;

(]

Objek pajak berupa tanah kosong dan tanah kapling vang Wajib Pajaknya
tidak diketahui:

LFY

Data SPPT tidak sama dengan yang ada dilapangan;
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4. Nilai Jual Objek Pajak terlalu tinggi bagi wajib pajak;

Untuk menvelesaikan hambatan-hambatan tersebut, Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Wilayah Kota Semarang telah

menempuh jalan vaitu:™"

[

Untuk masalah mengenai sulitnya untuk menemui Wajib Pajak secara
langsung karena Wajib Pajak berada diluar wilayah Kelurahan, sedangkan

Objek pajaknya berada di wilayah kelurahan, maka Kantor Pelayanan

'”""H— tersebut. Dan pihak

vajib pajak vang

7

:-'anl /ﬁitempuh oleh

plhak 1 adalah dengan

bekerjasa deheen RT &-LM il keberadaan wajib

pﬂ-]'!,kn\. a d 1878 L uiﬁi 3 SladBild jih pﬂjﬂk,

. Untuk masalah tentang data SPPT vang diisi oleh Wajib Pajak setelah di

cek di lapangan oleh petugas pajak temvata tidak sama dengan vang

berada di lapangan. Di sim ada dua ketentuan sebagai benikut:

' \Wawancara Pribadi dengan Joko selaku petugas tekms KPPBB Semarang,

tangeal 27 Seplember 2006
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a. Berdasarkan pengecekkan di lapangan ternyata luas tanah yang
sebenarnva tidak sama dengan yang ada di data SPPT, maka
penyelesaiannya dengan didasarkan pada sertifikat tanah dan wajib
pajak tersebut.

b. Untuk luas bangunan vang setelah di cek tidak sama dengan yang ada
sebenamva, maka penyelesaiannya dapat  di  dasarkan  pada

pengecekkan dilapangan dan IMB (lzin Mendinkan Bangunan),

4. Untuk permasalahan Nilai jual § ajak yang terlalu tinggi bagi wajib

UNISSULA
el lgrolelyinde




BAB IV

PENUTUP
Dengan berakhirnya pembahasan-pembahasan mengenai masalah-masaiah
yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kini sampailah pada

bab yang terakhir sebagai penutup skripsi ini, yakni kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

%

: itdi'ﬁ-‘l't._.:ll | Rl ! merupﬂkall
untuk

pajak. Penerbitan

R\ U R o
Surat P L\“ﬂ:" ;i ! ;:‘ i “. Lg. /:1 Kota Semarang
e

dilakukan sacara masal/seren de fertentu (Desember-

Januari). Di dalam Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar untuk
menetapkan utang pajak adalah data yang diberikan oleh subjek pajalk di
dalam SPOP vang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap.
Rerdasarkan SPOP dari wajib pajak, kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Semarang selanjutnya akan menetapkan utang pajak

vang harus dilunasi oleh wajib pajak yang dituangkan i

57
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dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT). Besarnya utang
pajak dalam SPPT dihitung berdasarkan NJKP, sebagai dasar pengenaan
pajaknya adalah NJOP. Pencetakan Surat Pembentahuan Pajak terutang
{(SPPT) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
(KPPBB) Semarang setelah ditentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan,

2. Beberapa hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi da Rasunan {KPPBB) Wilayah Kota Semarang

A - \
"// \\ Pajak Terutang (SPPT)

L
UNISSULA
el gl teluinale

B. Saran-saran \'\

I. Di dalam masalah Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
terutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Semarang,
agar tidak terjadi kekeliruan dalam penctapan utang dalam SPPT, maka
harus diberikan penyuluhan oleh petugas pajak kepada wajib pajak pada

waktu menyampaikan SPPT agar dalam mengisi data di dalam Surat
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Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan benar, jelas dan
lengkap, sehingga penetapan wtang di dalam SPPT tidak salah dan sesual
dengan yvang ada di lapangan.

2 Untuk hambatan-hambatan vang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang dalam menyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) untuk wajib pajak, dalam hal:

a. Terhadap SPPT ketika diserahkan kepada wajib pajak. temyata wajib

pajak udak ada di ;_;-:'a«_ merantau dan tidak ada yang diseraln

dpak yang bersangkutan. Ataupun

ari fiscus, melamkan
chingga wajar apabila

terhadap hal ini tidak dilakukan pengecualian perlakuan.
b. Terhadap data SPPT vang tidak sama dengan kenyataan yang ada
dilapangan dan terhadap Nilai Jual Objek Pajak yang oleh wajib pajak
dirasa terlalu tinggi sehingga wajib pajak vang merasa keberatan

tersebut minta pengurangan, Maka terhadap masalah tersebut
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sebaiknva ada petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan vang melakukan pemeriksaan langsung di lapangan letak
objek pajak tersebut. Sehingga dengan telah dilakukan pemeriksaan

terhadap objek pajak tersebut, maka KPPBB dapat menentukan

tindakan selanjutnya berasarkan data yang diperolehnya.

UNISSULA
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SISTEM PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANG UNAN

Pembayaran 30
= Se ber 2004
b ﬂ."”t” —» SPOP L ' ASP-II}IDG 4 p—— apEI;TE terlamhajt:
Pajal - Pokok Pajak
Terutang + Denda
2% Perbulan
(dengan (5TP,

SPOP tidak benar 77
{dara disembunyika

v
Selisih Pajak terutang Pokok Pajak +
+ Denda Admimistrasi Denda Admimstrasi
25% dari selisih 25% dan pokok
pajak




TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SPPT

- Bank
- Pos dan Giro

Dirjen Pajak

- Tempat lain yang
ditunjuk oleh
Menten Keuangan
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tanggal 26, 27 September2004,

Demikian Surat Keteranganini kari buat dengan sebenamya, arap Yyang
berkepentingan makium.

1) Semarang, 08 Oktober 2004

£ //,-T;Ej{epaia Kantor
o Ie— Kapalglﬁub Bagian Umum

s ==t Ak
V) Eniérgn\%;.‘SE. M.Si

" NIP, 080072508
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